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PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
No. 14 TAHUN 1971

tentang

SETOREAN WADJIB PEMELIRAAN DAN PEMBANGUNAN
PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

) DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
’ DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA;

Menimbang 1. Bahwa sistim pemungutan Setoran Wadjib
Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana
Daerah (S.W.P3.D.) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah tentang Setoran
Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-
Sarana Daerah (S.W.P3.D.) tanggal 17 Sep-
tember 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10), jang
telah diubah terachir dengan Peraturan
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Mengingat

Daerah tanggal 31 Djanuari 1969 (L.D. Tahun
1969 No. 16), didasarkan atas prosentase
harga djual kendaraan bermotor jang ber-
sangkutan untuk suatu djangka waktu ter-
tentu;

. Bahwa mengingat keadaan moneter dewasa ini

jang relatip telah stabil, maka sistim pene-
tapan daripada padjak tersebut diatas, tidak
dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuai-
kan dengan perkembangan keadaan dewasa
ini;

. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka

perlu mengubah sistim pemungutan Setoran
Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-
Sarana Daerah dengan sistim jang lebih se-
suai dengan sasarannja, jaitu didasarkan
kepada kapasitas pemakaian djalan/djem-
batan dengan memperhatikan besarnja isi
cylinder dan djenis/fungsi kendaraan bermo-
tor jang bersangkutan.

. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang

Penegasan Djakarta sebagai Ibu Kota Negara
Republik Indonesia;

Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Un-
dang-undang No. 6 Tahun 1969 (L.N. Tahun
1969 No. 37);

. Undang-undang No. 2 Pnps. Tahun 1961 ten-

tang Pemerintahan Daerah Chusus Tbu Kota
Djakarta Raya,

. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.

22 Tahun 1971 fentang Pembinaan Pemerin-
tahan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta
Raya;



) Mendengar dan
memperhatikan

Menetapkan
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5. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 ten-
tang Peraturan Umum Padjak Daerah;

6, Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chu-
sus Tbu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1964
No. 10).

: Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Pari-

purna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta pada
tanggal 31 Agustus 1971,

MEMUTUSKAN:

Dengan mentjabut Peraturan Daerah tentang
Setoran Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan
Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) dari tanggal 17
September 1966, jahg telah diubah terachir de-
ngan Peraturan Daerah tanggal 31 Djanuari 1969
(L.D. Tahun 1969 No. 16).

: PERATURAN DAERAH TENTANG SETORAN

WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBA-
NGUNAN PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.)
DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBU
KOTA DJAKARTA.

BAB L
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
a. "Pemerintah Daerah”, ialah Pemerintah Daerah Chusus Ibu
Kota Djakarta;

b. "Gubernur Kepala Daerah’, ialah Gubernur Kepala Daerah
Chusus Ibu Kota Djakarta;
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¢. "Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja”, ialah Dinas
Lalu Lintas dan Anghkutan Djalan Raja Daerah Chusus Ibu Kota
Djakarta;

d. "Polisi”, ialah Polisi Negara pada Komando Daerah Kepolisian
Metropolitan Djakarta Raya;

e. "Setoran Wadjib”, ialah Setoran Wadjib Pemeliharaan da.n(
Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.); .

f.  7Kendaraan Bermotor”, ialah semua kendaraan beroda dua atau
lebih, jang digunakan didarat untuk mengangkut barang dan
atau orang, jang digerakkan dengan motor dan didjalankan
dengan bensin/gas atau bahan bakar lainnja serta berada dalam
lalu lintas bebas;

g. "Sepeda Motor”, ialah kendaraan bermotor seperti tersebut
pada sub. f diatas, jang beroda dua dengan isi cylinder 49 cc
atau lebih.

BAB I
DASAR SETORAN WADIJIB

Pasal 2

(1) Oleh Pemerintah Daerah diadakan pungutan atas semua ken-
daraan bermotor jang berada diwilajah Daerah Chusus Ibu
Kota Djakarta dengan nama Setoran Wadjib Pemeliharaan dan
Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.).

(2) Untuk menentukan suatu kendaraan bermoter berada diwila-
jah Daerah Chusus Ibii Kota Djakarta, akan ditetapkan menu-
rut keadaan.

BAB III
PENGETJUALIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 3
Jang diketjualikan dari Setoran Wadjib ialah kendaraan bermotor :

a  Milik Pemerintah Pusat/Daerah;
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BAB V.

KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOE DAN
DJUMLAH SETORAN WADJIB

._Pasa{ .8

(1) Besarnja Setoran Wadiib ditetapkan, menygrut; Klasifikasi jaue
verdasarkan djenis/fungst aan besdrnja isi cylinder kendaraan
bermotor dalam djangka waktu setahun, adalah sebagai berikut -

. suntuk. sepeda “motor: -
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piah). e
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BAB V.

KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN
DJUMLAH _SETORAN WADJIB
Pasal .6
(1) Besarnja Setoran Wadjih ditatapkan,, mqpmut; Kklasifikasi  jang

Jberdasarkan djenis/fungsi dan besarnja isi cyhnder kendaraan
bermotor dalam djangka wakts’ Setahun adalah sebagai berikut:

4. -untuk- sepeda ‘motgr: o - i fr sl sl
minimum  Rp. 1.200.— (Sen“bu duaratus Rumah),

~— maksimum Rp. 7. 200»— (tud,.;h ibu q*aratas Rap:ah)
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SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN
ok i RRAYSABANS: DRERGH EWP3D.). DALAM WHAINE o
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-v;_mmm fan: Qm}bangunan Pra-Sarana Daerah” fanggal 17
Septemhior 1966 (L.D. Tshun 1967 No. 10) jang telah dirubah dan

dikatakan relatif telah stabil, sehmgga sistim penentuan
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9. Dahwa mengingat keadaan kondisi dan situasi -moneter
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tarip S.W.P3.D. tersebut diatas tida ap:i:‘ (§n Lﬁa Shankan

lagi dan periu disesusikan dengan perkembsz 1gan keadaan

dewasa ini, jaitu dengan sistim jang lebih sesuai dengan
sasarannja jang didasarkan atas kapasitas pemakaian
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djalan/djembatan dengan memperhatikan besarnja isi
Cylinder dan djenis/fungsi kendaraan bermotor jang ber-

sangkutan;

3. DBahwa sesuai dengan kondisi dan situasi moneter pada
umumnja, keuangan Daerah pada chususnja, dianggap
sudah selajaknja setjara bertahap dimulai langkah-langkah
perwudjudan normalisasi sistim dan dasar pengenaan
padjak-padjak Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 - Tjukup djelas.

Pasal 2 : (1) Objek pungutan Setoran Wadjib adalah

(2)

Pasal 3 sub a

semua kendaraan bermotor jang berada
dalam wilajah Daerah Chusus Ibu Kota
Djakarta,

Jang dimaksud dengan kendaraan bermotor
jang berada dalam wilajah Daerah Chusus
Ibu Kota Djakarta, adalah chususnja ken-
daraan-kendaraan jang telah terdaftar di
Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta dan pads
umumnje kendaraan bermotor jang telah
berturut-turut menggunakan djalan-djalan
di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

Misalnja suatu kendaraan bermotor jang
tidak terdaftar di Daerah Chusus Ibu Kota
Djakarta akan tetapi sepandjang tahun ber-
ada di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta,
maka pemegangnja terhutang Setoran Wa-
djib.

dan b * Tjukup djelas.
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sub ¢

Sub d, e dan f
Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6 s/d
Pasal 8

Pasal 9 ajat
(1) dan (2)

ajat (3)

- Jang dimaksud adalah kendaraan bermotor jang

belum memakai nomor polisi.

Tjukup djelas.

(2)

1.

: Tjukup djelas.
1 (1)

Jang menguasai kendaraan bermotor adalah
orang jang memakai kendaraan bermotor
itu setjara berhalk baik sebagal pemilik,
ataupun bukan pemilik.

Adakalanja seorang pemilik mobil (A) belum
melunasi djumlah Setoran Wadjibnja jang
terhutang dan sementara itu mendjual ken-
daraan tersebut kepada orang lain (X).
Dalam hal ini baik pendjual, maupun pem-
beli termasuk orang jang tidak diketjualikan
dari pengenaan Setoran Wadjib.

Maka sesuai dengan ketentuan jang berlalm,
pemilik baru (X), turut bertanggung djawab
atas pelunasan Setoran Wadjib tersebut. Ini
berarti djika (A) berhubung dengan sesuatu
bal tidak dapat menjetor djumlah Setoran
Wadjib jang terhutang, maka (X) lah jang
harus melunasi Setoran Wadjib tersebut.

. Tjukup djelas.

: Tjukup djelas.

: Tjontoh :

Suatu kendaraan bermotor jang baru berada
di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta pada
tanggal 4 April 1972 . Setoran Wadjib

"
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getahun misalnja Rp. 3.600,— Terhutang
SWP3D., 9 (sembhilan) bulan 9/12 <
Rp. 3.600,—  Rp. 2.700,— Karena hari-hari
pembajaran dalam tahun 1972 adalah 1 April
dan 1 Oktober, sedang kendaraan bermotor
tersebut baru berada di Daerah Chusus Ibu
Kota Djakarta sesudah tanggal 1 April 1972,
maka harl pembajaran berikutnja bagi kenda-
raan bermotor tersebut adalab tanggal 1
Oktober 1972 sehingga S.W.P3.D. nja untuk
tahun 1972 sebesar Rp. 2.700,— tersebut
harus sudah lunas pada tanggal 1 Nopember
1972;

2. Suatu kendaraan bermotor jang baru berada
di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta pada
tanggal 5 Oktober 1972, Setoran Wadjib
setahun misalnja Rp. 3.600,— Terhutang
SW.P3.D. untuk 3 (tiga) bulan 3/12 X
Rp. 3.600,—  Rp. 900,— jang harus sudah
lunas pada tanggal 31 Desember 1872

: Tjukup djelas.
: Uang djasa jang diberikan olebh Pemerintah

Daerah merupakan suatu dorongan untuk jang
berdjasa terhadap Negara/Daerah, dengan mela-
kukan penelitian terhadap kewadjiban untuk
melunasi Setoran Wadjib tersebut.

: Tjukup djelas.
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